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IKHTISAR PUTUSAN

NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025
TENTANG

 Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024
	Pemohon
	:
	Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala
(Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2.)

	Termohon
	:
	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara 

	Pihak Terkait
	:
	Muhammad Bobby Nasution, S.E., M.M. dan H. Surya, B.Sc
(Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor Urut 1.)

	Jenis Perkara
	:
	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.

	Amar Putusan
	:
	Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

	Tanggal Putusan
	:
	 Selasa, 4 Februari 2025



	Ikhtisar Putusan
	:
	



Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat partisipasi pemilih rendah akibat adanya bencana alam banjir sehingga pemilih tidak dapat datang ke TPS dan adanya pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dan mendiskualifikasi Pihak Terkait.


Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, bertanggal 9 Desember 2024, pukul 17.50 WIB, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, bertanggal 9 Desember 2024, pukul 17.50 WIB, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 23.59 WIB, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.


Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, namun setelah Mahkamah mencermati permohonan a quo, telah ternyata permohonan Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 yang hal tersebut diduga disebabkan karena adanya bencana alam banjir sehingga membuat rendahnya partisipasi pemilih serta adanya pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi perolehan suara. Sementara itu, terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon a quo, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait  a quo adalah tidak beralasan menurut hukum;

Berkaitan dengan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016  dalam perkara a quo, Pemohon pada pokoknya mendalilkan rendahnya partisipasi pemilih akibat terjadinya bencana alam banjir sehingga pemilih yang akan memilih Pemohon tidak datang ke TPS; terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi secara simultan dan saling berkaitan baik antara penyelenggara, pengawas sampai kepada aparatur sipil negara (ASN) dan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah sejak sebelum masa pemungutan suara sampai dengan hari pemungutan suara yang mengarah kepada upaya pemenangan pasangan calon nomor urut 1; terdapat keterlibatan Menteri Dalam Negeri dalam upaya mendukung pemenangan pasangan calon nomor urut 1 dengan cara melakukan penggantian Penjabat Gubernur Sumatera Utara dari Hasanuddin menjadi Agus Fatoni yang saat itu sedang menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Selatan; adanya keterlibatan Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni dalam upaya pemenangan pasangan calon nomor urut 1 dengan cara melibatkan calon Gubernur Bobby A. Nasution dalam kegiatan kunjungan ke berbagai kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara. Setelah Mahakamah membaca dan mendengar dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan memeriksa alat bukti para Pihak serta fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.


Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan rendahnya partisipasi pemilih akibat terjadinya bencana alam banjir yang membuat pemilih yang akan memilih tidak dapat datang ke TPS. Terhadap dalil Pemohon tersebut, baik Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah mengakui kebenaran adanya peristiwa intensitas hujan yang cukup tinggi pada hari pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 November 2024 yang terjadi pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan menyebabkan terjadinya banjir. Namun, setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut bukti-bukti yang disampaikan para pihak dan bukti Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, menurut Mahkamah, Pemohon tidak secara rinci menyebutkan TPS mana saja yang terdampak banjir sehingga tidak dapat dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 27 November 2024 yang kemudian oleh Pemohon diminta untuk dilakukan PSU. Karena telah ternyata hanya beberapa TPS dari beberapa kecamatan saja yang terdampak banjir dan longsor sehingga tidak dapat melaksanakan pemungutan suara ataupun melaksanakan penghitungan perolehan suara. Adapun berdasarkan laporan dan/atau usulan dari KPU Kabupaten/Kota terdapat beberapa TPS yang perlu dilaksanakan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) dan Pemungutan Suara Susulan (PSS) sebagaimana diatur dalam Pasal 120 dan Pasal 121 UU 10/2016 yaitu.
1. KPU Kota Medan mengusulkan PSL di 7 TPS dan PSS di 54 TPS;

2. KPU Kabupaten Deli Serdang mengusulkan PSL di 1 TPS dan PSS di 30 TPS;

3. KPU Kabupaten Binjai mengusulkan PSS di 20 TPS;

4. KPU Kabupaten Nias mengusulkan PSS di 2 TPS;
5. KPU Kabupaten Asahan mengusulkan PSS di 2 TPS.
Bahwa sesuai dengan  ketentuan Pasal 122 UU 10/2016, untuk dapat dilakukannya PSL dan PSS, Termohon harus mengeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan pemilihan berdasarkan usul dari KPU Kabupaten/Kota dalam hal penundaan pelaksanaan pemilihan meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota. Oleh karena itu, setelah mendapatkan usulan dari KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan PSL dan PSS, Termohon pada tanggal 27 November 2024 pukul 16.00 WIB mengadakan rapat koordinasi secara daring dengan mengundang tim pemenangan masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, serta Forkompimda yang hasilnya untuk dilaksanakannya PSL dan PSS di sejumlah TPS pada beberapa kecamatan akibat dari tidak dapat dilaksanakannya pemungutan suara maupun penghitungan suara yang disebabkan oleh bencana alam banjir yang kemudian pada pertemuan lanjutan ditetapkannya hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sebagai pelaksanaan PSL dan PSS. Berdasarkan laporan Bawaslu Kota Medan, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, dan Bawaslu Kecamatan Binjai pelaksanaan PSL dan PSS pada tanggal 1 Desember 2024 berjalan lancar meski tidak juga dapat meningkatkan partisipasi pemilih. Oleh karena itu, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Termohon telah melaksanakan kewenangannya dalam menangani permasalahan bencana alam banjir dengan melaksanakan PSL dan PSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan partisipasi dari pasangan calon, penyelenggara, pengawas dan Forkompimda secara berjenjang. Adapun terkait dengan partisipasi pemilih yang tetap rendah bahkan setelah dilaksanakannya PSL dan PSS, hal tersebut bukanlah merupakan kesalahan/kelalaian Termohon, karena rendahnya partisipasi pemilih dalam suatu kontestasi dapat terjadi disebabkan banyak faktor. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.


Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan surat suara yang tidak terpakai yang terdapat pada Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Binjai, Kecamatan Kuala, Kecamatan Selesai, dan Kecamatan Tinggi Raja sejumlah 2.367.833 surat suara dan mengklaim bahwa surat suara tersebut merupakan surat suara pemilih yang akan memilih Pemohon sehingga kemudian Pemohon menjumlahkan surat suara yang tidak terpakai tersebut dengan perolehan suara Pemohon di kabupaten/kota/kecamatan a quo sejumlah 519.013 suara kemudian menjumlahkan hasil keduanya dengan perolehan suara Pemohon yang telah ditetapkan oleh Termohon sejumlah 2.009.311 suara. Sehingga kemudian Pemohon menyatakan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagai berikut 2.367.833 suara + 519.013 suara + 2.009.311 suara = 4.896.157 suara. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon melakukan dua kali penghitungan terhadap perolehan suara Pemohon yang diperoleh dari Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Binjai, Kecamatan Kuala, Kecamatan Selesai, dan Kecamatan Tinggi Raja sejumlah 519.013 suara. Karena sesungguhnya suara sejumlah 519.013 tersebut telah masuk dalam perhitungan suara Pemohon yang telah ditetapkan oleh Termohon sejumlah 2.009.311 suara. Selain itu, dalam mengklaim bahwa sisa surat suara ataupun surat suara yang tidak terpakai pada Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Binjai, Kecamatan Kuala, Kecamatan Selesai, dan Kecamatan Tinggi Raja sejumlah 2.367.833 surat suara, Pemohon tidak memberikan argumentasi maupun bukti yang cukup mengapa Pemohon dengan sangat yakin mengklaim bahwa surat suara tidak terpakai tersebut merupakan surat suara yang seharusnya digunakan oleh pemilih yang akan memilih Pemohon. Lebih dari itu jika hal yang didalilkan Pemohon tersebut benar, quod non hal tersebut belum dapat dipastikan surat suara jika dipergunakan akan diberikan untuk pasangan calon yang mana. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.


Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang terjadi secara simultan dan saling berkaitan baik antara penyelenggara, pengawas, aparatur sipil negara (ASN), dan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah mulai saat sebelum masa pemungutan suara sampai pada hari pemungutan suara yang mengarah kepada upaya pemenangan pasangan calon nomor urut 1 yang terjadi pada

1. Kabupaten Tapanuli Selatan

· Terdapat video yang menunjukan kepala desa dan lurah se-Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan menyatakan dukungan kepada Paslon nomor urut 1. 
· Terdapat peristiwa pengarahan seluruh kepala sekolah se-Kabupaten Tapanuli Selatan oleh Plt. Bupati Tapanuli Selatan Rasyid Dongoran untuk memilih Paslon nomor urut 1 dengan ancaman serta intimidasi

Bahwa terhadap dali-dalill Pemohon a quo, setelah Mahkamah mencermati bukti Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berupa kajian awal maupun kajian dugaan pelanggaran telah ternyata laporan kedua terlapor telah memenuhi syarat formil dan materil, serta Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan telah melakukan klarifikasi baik terhadap pelapor maupun terhadap pelaku pembuatan video. Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap perbuatan dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat dibuktikan oleh bukti yang dilampirkan oleh pelapor, saksi maupun terlapor, sehingga tidak cukup memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (1) juncto Pasal 188 UU 1/2015. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

2. Kabupaten Labuhanbatu Utara
Terdapat dugaan adanya pelaksanaan kampanye yang melibatkan ASN, Kepala Desa, dan Aparatur Desa serta anak-anak se-Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 23 Oktober 2024. Terhadap dalil Pemohon  a quo, setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, ditemukan fakta bahwa kegiatan pada tanggal 23 Oktober 2024 adalah kegiatan kampanye rapat umum yang diadakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Nomor Urut 2 di lapangan sepakbola Alwasliyah, Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan. Adapun kehadiran Pihak Terkait dalam acara tersebut adalah sebagai juru kampanye yang tidak terkait dengan penyelenggaraan kampanye, sehingga perbuatan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 188 dan Pasal 189 UU 1/2015 terkait dengan dugaan tindak pelanggaran pidana pemilihan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.
3. Kabupaten Asahan
Terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan Kepala Desa di Kabupaten Asahan yang mengarahkan agar memilih Paslon Nomor Urut 1 dengan memberikan 5 bungkus Indomie dan minyak goreng. Berdasarkan keterangan para pihak dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menurut Mahkamah, dalam mendalilkan dugaan pelanggaran pemilihan di Kabupaten Asahan tersebut, Pemohon tidak dengan jelas menyebutkan kapan, kepada siapa dilakukannya serta bagaimana pelanggaran pemilihan tersebut dilakukan sehingga dalil menjadi tidak jelas, meskipun demikian setelah Mahkamah mencermati bukti Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah ternyata terdapat laporan pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, namun terhadap laporan tersebut telah ternyata tidak memenuhi syarat formil karena diajukan telah melewati batas waktu pengajuan laporan tujuh hari setelah diketahui dan ditemukannya dugaan pelanggaran. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

4. Kota Medan
· Bahwa ditemukan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 lembar surat suara (5 surat suara) untuk setiap jenis Pemilihan, termasuk surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara di TPS 7 Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. Setelah Mahkamah mencermati keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara diperoleh fakta bahwa Bawaslu Sumatera Utara menerima laporan yang peristiwanya menyerupai apa yang didalilkan oleh Pemohon yaitu terkait adanya pengguna hak pilih atas nama orang lain namun kejadian tersebut bukan terjadi di TPS 7 Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon melainkan terjadi di TPS 002 Kelurahan Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota dan terhadap laporan tersebut telah pula menjadi temuan Panwaslu Kecamatan Medan Kota yang kemudian merekomendasikan pemungutan suara ulang kepada PPK Medan Kota. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.
· Bahwa terdapat pemasangan alat peraga kampanye berupa spanduk bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 01 di tembok pagar pinggir jalan di wilayah Kelurahan Secanang Belawan, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara pada masa pelaksanakan tahapan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 yang dilakukan oleh ASN. Setelah Mahkamah mencermati keterangan para pihak dan Bawaslu serta bukti yang diajukan, telah ternyata terhadap dugaan pelanggaran pemilihan tersebut, tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana pemilihan namun mengandung dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya yaitu tentang netralitas aparatur sipil negara, sehingga selanjutnya oleh Bawaslu Kota Medan diteruskan kepada instansi yang berwenang yaitu Badan Kepegawaian Negara c.q. Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.
· Bahwa berkenaan dalil di TPS 03, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, terdapat daftar hadir pemilih yang tidak di isi dan ditandatangani oleh setiap pemilih yang datang ke TPS, sehingga patut diduga jumlah pemilih yang hadir pada tanggal 27 November 2024 bukanlah pemilih yang sebenarnya. Setelah Mahkamah mencermati keterangan para pihak dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan bukti yang diajukan, telah ternyata peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon terbukti kebenarannya sehingga KPPS pada TPS 03 Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan telah melanggar kode etik penyelenggara pemilihan, namun terhadap pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon a quo telah ditindaklanjuti oleh lembaga yang memiliki kewenangan dan telah pula diberikan rekomendasi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.
5. Kabupaten Langkat
Terdapat laporan adanya mobilisasi pemilih di TPS 06, TPS 08, TPS 09, dan TPS 10 Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat untuk memilih Paslon Nomor urut 01; terjadi pengusiran saksi Pemohon oleh KPPS di TPS 02 dan KPPS di TPS 04 Desa Balai Kasih, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Padahal saksi Pemohon sudah memiliki dan membawa mandat saksi; dan Terdapat kelebihan surat suara melebihi 2,5% di TPS 02 Desa Balai Kasih, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon tidak mendapatkan informasi adanya pelanggaran tersebut, selain itu Bawaslu Kabupaten Langkat menyatakan meski menerima laporan terkait dugaan pelanggaran tersebut namun setelah dilakukan kajian awal laporan-laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.


Bahwa terhadap dalil dugaan pelanggaran money politic yang dilakukan oleh kepala lingkungan di 5 desa yaitu Desa Sei Rampah, Desa Nagur, Desa Mangga Dua, Desa Beringin, dan Desa Pekan Tanjung, Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara memberikan uang sebesar Rp.50.000,- kepada beberapa warga masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 1. Terhadap dalil Pemohon a quo, Termohon tidak menerima laporan telah terjadi pelanggaran, sedangkan Pihak Terkait menyatakan proses pemilihan di TPS yang didalilkan berjalan dengan lancer dan kedua saksi pasangan calon menandatangani hasil perolehan suara dan tidak terdapat catatan kejadian khusus. Adapun Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari keenam orang yang menerima uang dari kepala lingkungan tersebut, namun berdasarkan kajian awal yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formil karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan undang-undang. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum. 

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Dengan demikian, tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan a quo Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. 

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 195 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua). Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2018 yang juga bagian dari kedudukan hukum, oleh karena tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Utara adalah 15.548.873 (lima belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf d UU 10/2016 adalah paling banyak sebesar 0.5 %  (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah 0.5 % x 5.654.922 suara = 28.275 suara Adapun perbedaan perolehan Pihak Terkait dan Pemohon adalah 3.645.611 suara - 2.009.311 suara = 1.636.300 suara (28,94 %) atau lebih dari 28.275 suara.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Andaipun memiliki, quod non, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.
Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
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